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LEMBARAN DAERAH

v

o 9
KABUPATEN DAERAH TINGKAT |1 GARUT
! \/ NOMOR : 3 TAHUN : 1977 SERIE : .D NOMOR 2.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT [[ GARUT
NOMOR 18 TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA [SA
BUPATI KEPALA pDAERAH TINGKAT GARUT.
= Mecnimbang : a. bahwa peneurusan Air Mioum yang semula dilola oleh seksi Ajr
Minum pada dinas pskerjaan umum Kabupaten Daerzh Tingkut 11
Garut tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaun dewasa inj.
. b. bahwa prlu menctapkan pzngurusan Air Minum dimaksud punt
adiatas dalam bentuk perusahaan acrah,
Meaogiogat ~: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah,
™ & v 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaun Daerah
yo Undang-undang Nomor 6 tahun 1969.
3. Peraturan pemerintzh Nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan
| pengawasan dan pertanggung jawaban Kcuangan Daerah.
! 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tzhun 1974 tentang
5 Bentuk Peraturan Daerah.
5. SuratEdaran Menteri Dalam Negeri Nomor Ekbang 8/3/11 tanggal
31 Juli 1973,
¥ 6. Peraturan Daerah Tingkat II Garut Nomor 4 tahun 1964
tentang pendirian Perusahaan Daerah. ’ 3
7. Peraturzn Dacrah Kabupaten Garut Nomor 1 tahun 1974 tentang
pola umum pembangunan Daerah Kabupaten Garut
Dengan Persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat Duaerah
Kabupaten DNacrah Tinegkat II Garut.
MEMUTUSKAN
- Menctapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
: ll GARUT TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN

DAERAH AIR MINUM.
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BAB |
T KETENTUAN UMUM .
' Pasal |

(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
a. Pemerintah Daerah, jalah Pemerintah Kabupaten Dacerah Tingkat Il Garut.
b. Kepala Dacrah, ialab Bupati Kepala Daecrah Tingkat I|I Garut.
¢. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dacrah
Tingkat II Garut.
d. Perusahaan jalah Perusahaun Daerah "Air Mioum” Kabupaten Daerah
. Tiogkat {I Garut.
¢. Daerah jalah Daerah Kabupatea Daecrah Tingkat 1{ Garut.
f. Seksi Air Minum, ialah scksi Air Minum pada dinas pckerjaan umum
\ Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.
g- Direksi, iuluh Direksi perusahaan Daciah Air Minum Kabupatan Dacrah
Tingkst Il Garui.
h. Paden Pengawas, iilah Badan Pengawas dari Pcrusahaan Daerah  Air
. Minum Kabupaten Daerah Tingkat It Gurur.
(2) Perusahaan adalah Badan Hukum yang kedudukannya scbagai Bacaa Huk-
um diperoich dengan jalan berlakunya Peraturan Duersh ini.
BAB 1II
5= : : PEMBENTUKAN
: Pasal 2.
Untuk mengelola dan melayani kebutuhan air miaum ba3i masyarakat, dengan pe-
- raturan Daerah ini dinyatakan dibeatuk perusahaan Daerah sir minum secbagai
i suatu Badan Huknm.
: Pasal 3.
dengan tidak mengurangi ketentuan didalam peratursn dacrah ini, maka terhadap
perusahaaa berlaku scgala macam Hukum Indonesia yang tiduk bertentasigan
denesn azas Demokrasi ckonomi yang mecrupskia ciri atau sisiim ekonomi
berdasarkan pancasila '
BAB III
NAMA, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
s e im - Pasal 4,
Nama .dan Tempat Kedudukan
(1) Perusahaan Daerah Air Mioum Kabupaten Dacrsh Tingkat II Garut ini
bernama ” Perusahaan Ajr Mioum ” disingkat PAM.
(2) perusahaan berkedudukan dar berkantor pusat di Garut
Pasal 5.
Tujuan perusahaan -
Tujuan perusahaan jalah turut serta melaksanakan
v 1). Pembaczeuran Da::ah khisuspya  dan
v 2). pembangunan ckonomj nasionsal umumnya dalam racgka meningkatkan xes—
2 ¢jahterasn dan memenuhi kebutchun rakyat serta ketenangan kerja dalam
perusahaan, menuju masyarakat adif dan makmur berdasarkan panca sila.
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Pasal 6.
Lapangan Usaha Perusahaan. e .

Lapangan usaha perusahaan 1alah pengadaan, penyediaan dan distribusi Air

Miaum yang bersih, schat dan memenuhi syarat-syarat keschatan umum.

BAB 1V
MODAL. .
Pasal 7,

(1) Modal dasac perusahaaa terdiri atas kekayaan Daerah yang berasal dari selurub
kckayaan seksi air minum dan merupakan kekayasun Dacrah vang dipisahkan

(2) Neraca permulaan Perusahaan terdiri atas aktiva dan pasiva dari seksi Air
Minum yang ada scbelum dibentukoya perusahaan berdasarkan psraturan
Dacrah ini .

(3) Modal yang dimaksud pada ayat (1) dan(2) Pasal iani dapat ditambah kemu
dian baik yang berasal dari_ subsidi atau ganjaran dari keuangan Negara dan
peoyertaan modal Pemcrintah pusat maupun hasi] pinjaman yang mendapat
peisctujuan Dewan FPerwakilan Rakyat Dacrah.

(4) Semua alat likwide disimpan didalam Bank Karya Pcmbangunan}
Cabang Garut. ’

) BAB V.

PIMPINAN PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS
Pasal 8.

(1) Perusabaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari scorang Dirck-
tur dan wakilaya -

(2) Anggota Direksi tersebut pada ayat (1) adalah warga negera Indonesia

"yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Dacrah atas usul badan Pengawas

V (3) Dircktur bertanggung juwab kepada Badan Pengawas.

(4) Pengangkatun termaksud ayat (2) diiakukan untuk jangka waktu selama-lama
nya 4 (empalt) tahun setelah masa jabatannya berakhir anggota yang bersang-
kutan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan 1a gi.

Pasal 9 ~
(1) Anggota direksi berhenti atau dapat dibsrheatikaa oleh kepala Daerah karena :
+ a. Meninggal Dunia.
v'b. Perminwan sendiri
¢ C. Berakhirnya masa jabatan scbagai anggota Direksi termaksud pada pasal
8 ayat (4),

b d. Tindakaa yang merugikan perusahaan.

v ¢. Tindakap atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Duerab

maupua kepentingan Negara. ' <

(2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) hurup d dan e jika mer-
upakansatu pelanggaran darj peraturan Hukum pidana, merupakas pemberhen-
tian tidak dengan hormat. _ )

(3) Jika pemberhentian karena slacap tereebut rada ayat (I harup 4 dan e di
lakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutau di beri kesempatan untuk
membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota
Dircksi yang bersungkutan diheritahykan tentang niat akan peniberientian ity
oleh Kepala Daerah.
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(4) Sclama persoalan mengenai pemberhentian anggota direksi terscbut pada ayat
(3) belum ada keputusan meka pemberhentian itu menjadi batal dan anggota
Dircksi yang bersangkutan dapat scgera menjalankan jabatan lagi, kecualj
bilamuna untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal
itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutaa.

Pasal 10. .

(1) Bilamana Direktur berhalangan maka tugas /pckerjaannya dilakukan oleh
wakiloya atau pejabat yang di tunjuk olct Kepala Dacrah.

(2) Bilamana semua anggota direksi berhalangan tugas/ pckerjaan, akan jabatan
Dircksi terluang sciiruunya dau belum diangkat penggantinya, maka untuk
scmentara waktu pimpinan/pengurus Perusahaan di jalankan oleh pejabat yang

ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 11, }
(1) Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai deogan derajat
ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesampiug dengan Kepala
Dacrah, jika sesudahnya pengangkatan mereka masuk ikatan keluarga yang
terlarangitu, maka untuk sclanjutnyajabatannya diperlukan izig kepala Dacrah
v (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atay
tidak langsung, pada perkumpulan/Perusahaan dalam lapasgan yang bertujuan
mencari Jaba yang ada hubungannya dengan perusahaan tersebut.
. (3) Anggota Dircksi tidak bolch merangkap jabatan lain.
e . Pasal 12.
- (1) Direktur mewakili perusahaan diluar dan didalam pengadilan.
- (2) Direktur dapat mewakilkan hal tersebut pada ayst (1) kepada scorang/bebe-
rapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atay
kepada orang /badan lain.
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Pasal 13 ¢
(1) Direksi melaksanakap Pengurusan dan Pembinaan Perusahaan menurut
- kebijaksanaan Umum Pemerintah Dagerah, .
v/ (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam Peraturan yang
ditctapkan oleh Direksi defgan persctujuan Badan Pengawas.
8 ~
- Pasal (M.»
. Dengan persctujuan tertulis dari Kepala Dacrab, Direksi dapat melakukan ;
| a. mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
- b. meminjam atau meminjamkan vang Perusahaan Daerah
‘-G mecmpertanggungkan kekayaan Parusahaan Dacrah
-Y d. memperoleh dan memindah tangankan barang-barang tidak bergerak atas
nama Psruselbaan Daerah .
¢. mengikat Pcrusabaan Dacrah sebagai penjamin ( avaliste )
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BAB VI
BADAN PEMNGAWAS V
o Pasal 15.

(I)IBadan-”Pcngawas. dibentuk dan diketabui olesh Kepala Daerah dan Anggota-
anggotanya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, dan unsurunsur jain
)umg dipandaag perluy, secbanyak-banyaknya 7 orang.

(2)‘Badan Pengawds merupakar suatu Badan kolektifyang memban:u K=pala D:e-
rah dalam merumuskan kebijaksanaan umum untuk mengembangkan Perusahaan

(3)*Badan Pcogawasmeclakukan Peagawasan dan pembinaan terhadap perusahaan
sccara terus menerus. : '

(4)'Badan Pcngawas berhak memperoleh keterangan-keterangan dari Direktur Per-
usahaan dan Direktur wajib memberikan keterangan —keterangan yang
diperlukan. :

(5)¥Badan Pengawas mempunyai hak daa kewajiban menyampaikan saran dan
pendapat kepada kepala Dacran untuk memperbaiki dan meningkatkan usaha
Paruszhaan yang eficsicn dan berhasil guna.

(6)"Kapada ketua dan pars anggota memperoleh uang jasa Perusahaan yaug
besarnya ditctapkan oleh Kepaia Dacrah menutut kemampuan Pecrusahaan.

BAB VII ’
KEUANGAN PERUSAHAAN. |
Pasal 16.
" Anpggaran Perusabaan :

(1) "Anggaran Perusahaan ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
fcrusabaan yang terdiri atas anggaran rotin dan pembangunan setiap fzahuu.

(2)"Sclambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahud buku muiai berlaku maka oleh
Dircksi dikirimkan Anggaran perusahaan yang dimaksud ayat (1) untuk di

intakan persctujuan dari badan peogawas.

(3) Anggaran tambahan atau perubahannya yang terjadi dalam tahun buku yang
scdang berjalan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari badan pengawas

Pasal 17.
Tahun Buku
Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwin. v
’ Pasal 18. —

- - Laporan Perhitungan hasil Usaha Berkala dan kegiatan perusahaan.
Laporan Perhitungan hasil Usaha Berkala dan kegiatan perusahaan dikirimkan
oleh Direksi Kepada badan pengawas sekali sctiap tiga bulan.

Pasal 19,
/ Laporan Perbitungan Tahunan V
(I) Sctiap tahun buku Dircksi mengirimkan pechitungan tahunan laba rugi kcpada

Badan pengawas sclambat-lambatnya tiga bulan sesudahnya tahun buku berakhir.

(2) Cara penilaian pos anggaran dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

(3) Jika daiam waktu sebulun setelah waktu sebulan setelah wakiu yang tersebu:
pade aya: (1) Baaan Peiguwas (idak mengajukan keberatan terwulis, maka
perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan. v

(4) Perhitungan tahunan termaksud pada ayat (1) disyahkan oleh badan peng-
awas dan pengesyahan termaksud memberi kewenangan kcpada Direksi terha-
dap scgula scsuatu yang termuat dalam perhitungaa tahun terszbut, v
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Fasal 2C, .

(1) Semua Pegawai Perusahaan, termasuk aoggauta Dircksi karena dalam kedudu-
ka‘r]nya yang diberi tugas penyimpanan uang, Surat-surat berharga dun barang-
barang persediaan, yang karcns tindakan melawan Hukum atuu karena mela-
laikao kewajiban daa tugas yangdibebankun kepada mereka dengan lungsung
atautidak langsing teivh menimbulkan kerugian hagi Perusahzan, diwajibkag
mengganti kerugian tersebut.

ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap F2gawai Dasrah

betlaku sepenuhnya terhudup Pegawai Parusihaan,

(3} Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran

‘atay penycrahan uang, surat-saral berharga milik Pecusahaan dap barang-
barang persedisan milik Ferusabann vyaug disimpan dalam guda ng atay tempat
pcayimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan ity diwajibkan membe-
nkan pertanggung jawasban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badap yang
dimaksud’ dalam Pasal 15. (1).

(4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlumengirimkan pertanggung jawaban
mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksud pada ayat (3) tuntutan
ternadap pegawai tersebut dilakukan menurut beteatuan yang ditetapkag bagi
prcgawai Bendaharawan Daerah.

(5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana juga sifatnya yang termasuk
bilangan 1ata buku admiuistrasi Perusahaan disimpan ditenipat Pcrusahasn
atau rcmipat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali jika untuk semen-
tara dipindahkan kepada badan yang dimaksudkan pada pasal 15 (1) dalam hal
dianggapnya periu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan,

(6) Untuk keperlnan pemeriksaan bertalian dengan pendapatan pajak dan koatrole
akuntan pada umumnya surat bukti dan surat laionya termaksud pada ayai(5)
untuk sementara dapat dipindahkan kekantor Akuntan Negara.

(7) Dengan peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpanan darj ketentuan meng-
€nai wia cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pcgawai Dacrah dan
pegawai termaksud pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur/organisasi
Perusahaun itu sendiri.
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BAB VIIL

"PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA

PRODUKSI. .
Pasal 21 /

(1) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan P:byusutan
cadangasn tujuan dan pengurangan lsin yaog telah disankan dalam Pergsa—
haan. ditetapkan scbagai berikut :

@; menambah penghasil Daerah dalam APBD, secbagai hasil usaha Daerah
sebesar 5597
b.,dana Pecusanaan szbesar 45 % bagl xepeulingan cadengau anium, sosai
" kesejahteraan, jasa produksi dan sumbangan dana Pensjup Pegawai,

(2) Penggunazen laba untuk cadangan umum bilamauna telzh terpakai tujuannya

depatdialihkankepada pcoggunaan lain, dengan maksud untuk memupuk duna

pembangunan sclanjutnya, sefelah mendapat peagesyahan Pemerintah Daerah,




(3) Cura Mcagurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuaa termak-
sud pada ayat (1) diteatukan oleh Badan pengawas.

(4)\.-Cadang4n diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.

g ‘BAB X
F KEPEGAWAIAN !
Pasal 22,

© (1) Kedudukan bukum Pcgawai, gaji pensiun darj Direksi dan chawai/pckcrja
Perusahaan, diatyr dengan peraturan Dacrah, yang berlaky sctelah mendapat
pengesahan [nstansi Yang lebih atas dengan memperhatikan ketenruan pokok
Kepegawaian daq peraturan gaji pegawai Dacrah yaog berlaku, sedangkan tup-
jaogan lainnya bilamaaqa diperlukan diatur oleh Dircksi dengan persetujuan
Badan Pengawas.

[ (2) Direksi mengusulkan pengangkatan dan pembzrhentian Pegawai/pekerja pery-
sahaan kepada Badan Pengawas berdasarkan peraturan Dacrap Yang dimaksud
ayat(l) Pasal jnj. - :

BAB X
PENGAWASAN i
Pasal 23,

(1) Instaasi dan/atau Badanp lain yang menurut peraturan pcrundang-undangan
Yang berlaku, berwenang mengadakan peayelidikan dag pemeriksaan tentang
scgala sesuaty mengenai pekerjaan meogurus rumah tangga Dacrah, dapat me-
lakukan pemeriksaan atag pengurusan dan pembinaan Perusahaan serta perta-
Nggungan jawaboya setclah terlebit dahulu memberitahukap kepada Kepala
Daerah.

(2) Hasil pemeriksaan dimaksud ayat(l) pasal iai wajib disampaikan kepada

(3) Akuntan Negara berweoang melakukan pemeriksaan atas pengurusan keuangan
Pcrusshaan scr(a pertanggung jawabannya.
' BAB XI.
ATURAN PERALIHAN
Pasal 24, : _
(1) Dengan dibentuknya Perusahaan Ajr Minum dengan peraturan Dacrah ipj
maka tugas pcagurusan Air Minum oleh seksi Air Mioum dihapuskan.
(2) Scgala hak dan kewajiban, usaha perlengkapan serta harta beada milik Daerah

'" Perusahaan dapat dibubarkan dap dialihkan menjadi bentuk lain apabila ter-
ayata kemudian tidak dapat mencapai tujuan acbagai Badan Usaha Pemerinizh
Daerah, ztas sy “epala Laei2y kepada Devean Perwakilan Rakyat Dae.zb
dengan Peraturan Dacrah,

Pembubaraa Perusahaan Daerah dap Peaunjukan panitia Likwidasi ditetapkan
dengan peraturan Daerah, dag berlaku  setelah mendapatkan pengesahan
instaosi Yaog lebih atas,

R




— 29

(3) Scluruh kekayaar Perusahaan Daecrah sctelah diadakan Likwidasi sepenuhnya
menjadi milik Pemenintah Daerah, .

(4) pertanggung jawaban Likwidatur dilakukan kepada Pemcrintab Dacrah.

(5) Dalam Likwidasi pemerintah Dacrahbctanggung jawab atas kerugian yang di
derita oleh pihuk ketiga apabila kerugian itu disebibkan oleh karena neryca darn,
perhitungan rugi laba yang teclah disyahkan tidak mecanggambarkaq kcadasn
Perusshaan yang scbenurnya, ’ :

BAB XII. ;
KETENTUAN PENUTUP. ;
Pasal 26.-

(1) Peraturan Dacrah ini dapat disebut peraturae Perusahaan Air Minum Kaby-
paten Dacrah Tingkat II Garut. dan mulai berlaku pada harj pengundangannya

(2) Hal-haiyang belum diatur dalam Peraturan Ducrah ini, karena perkembangan
kcadaan akan diatur kemudian dcogan suatu peraturan Dacrah.

(3) pclaksanaan sclanjutnya dari pada peraturan  Dacrah ini diterbitkan surat
Keputusan” Kepala Dacrah.

Pasal 27,

(1) Dengan keluarnya peraturan Dacrah jnj. maka sepala peraturan dag kebijak
sanaan yang meogatur retribusi Aic Mioum yang terdahvlu dinyatakan tidak
berlaku 1agi, ’

(2) Agar supaya semua orang mengetahuinya, memerintahkan pcogundangan
peraturaa Daerah ini  dengan poncmpatannya dalam Lembaran Dacerah
Kabupaten Dacrah Tingkat I Garut.

: Garut, 31 Desember 1976.-
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRAUT BUPATI KEPALA DAERAH
Ketua, TINGKAT II GARUT,
( EDDY ACi{MAD KART.AWID]AJA ).~ ( Ir. HASAN WIRAHADIKUSUMAH ).~

Peraturan Daerah tersebut diatas disya.hkln‘olch Gubcrnur Kepala Daerah Tiogkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusannya tanggal 6 Meci 1977 Nomor 177/HK.011/SK /77,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT [
JAWA - BARAT,

(A.XUNAE FI).-

Diuudingkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Garut-omor 3
Tahun 1977 Seri D Nomor 2

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKT 11
GARUT,

( ABDURRACHMAN KARTAWINATA ).-
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PEN‘JELASAN

Peraturan Dearah ini adalah merupakan pelaksanaan dari pada -
1. Uudang-undang nomor 3 tahun 1962 Yo undang-undang nomor 6 tahun 1969,
2. Surat Edaran Meateri D_aJu_n Negeri nomor Ekbang 8/3/11 tanggal 31 Juyjj 1973,

. Pemenuhan kebutuhan a_irminum bagi penduduk kota Garut khususnya scjak tahun 1923
telah 'dxsclcnggzrakan oleh Pemerintah Daerah wakty itu. Namun kcmampuan daya tahan alaq pcra-
hm‘n instalasi a.ir quum lambat laun nmnga!cipatk&n debit air bersih Yang melalyj pipa-pipa makin

. . Padatahun 1974, instalasi 2ir minum tersebut mengalamiproses rchabilitasidcngan peng -
8201 pipa-pipa air minum dari muiai sumber mata air sampaj pipa-pipa sckunder dikota Garut yang
menghabiskan biaya kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,— (dua ratus lima puluh juta rupiaf) dan

o itu sangat diperlukan adanya wahana dap sarana yang harus mengelola dan melayani keby-
tuhan air minum dimaksud. '
Berdasarkan ketetapandalam pasal 59 undang-undang nomor § tahun 1974 tentang pokok-
pokok Pemerintah di D.

Jelas bahwa tugas Perusahaan air minum adalah meugelola dan melayani kebutyhan air
minum. Namug tidak btoleh dilurakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk
merupakan faktor yang utama memperoleh perhatiannya. Kedalam perusahaan harus berusaha

g agar membina suaty ke idupan perusahaan yang baik dan dinamis dan keluar harus berusaha mie-
" ningkathan pelayanan yang baik, karena hidup atay matinya perusahaan sangat tergantung kepada
langganan, oleh karena ity langganan harus dipcli!mra'baik‘kepcrayhahfx}"a_. Dengar

luas bagi masyarakat. Selanjutnya perusahaan harys mampu mengembangkan dirinya schingga ber-
fungsiscbagai pendukuag pendapatan atay penghasilan Daeran, tetapi bukan menjadi tujuan utama
" karena latar bels kang menibentuk Perusahaan air mioum inj keuntungan bukan wenjadi tujuan dan

“  penduduk,

e
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ini sesuai dengunjiwa kelahirannya undang-undang aomor 5 tahua 1974 dalam haltanggung jawab
scoraer.g Kepala Dacrah. Fungsi Badan Pengawas adajah pembanty Kepala Daerah dalam hal penge.
lola Perusahaan aie minemini untuk menglindarken kehaburar delem jalur kepemimpinan danpem-
buatan kebijaksanaan. Juga dalam pola Kepemimpinan Perusshaar tidak dikenal istilah direksi, agar
taaggung jawab tunggal pada scorang Direktur lebih Jelas, tidaklah sccara kolektip mcrupa-
kan suatu Direksi. E

Perlu memperoleh pengertian yang mendalam, bahwa pemilik satam perusahaan dacrah pi-
da hakckatnya adalah Rakyat Daerah Kabupaten QGarut Yang dengan rielalui Persetujuan dalam
Pcraturan Dacrahinitelah memberikan kuase kepada siapa yang olch Kepala Dacrah akan diberikan
tagas jabatanscbagai Direktur, tentunya agak lain sifatnya dengan Perusahaan Umumm Swasta, Masa-
lah yang sangat menentukan bagi keclangsungan hidup Perusahaan adalah tarif air minum yang belum
diatur dalam Peraturan Dacrah ini.

Pada kesempatn lainakan diatur dalam Peraturan Dacerah tersendird, karenanya merup;-
kan sarana atau sumber pendapatan perusahaan - <

Pasal Demi Pasal. .
&. Penjelasar ini dimaksudban untuk memberikan kemungkinan bagi dacrah memasukan ketentuan/

Peraturan Dacrah yang ada hubungannya dengan Pembentukan Perusahaan Dacrah sirminum
dimaksud. 7
b. Pasal 1,2, 3, 4, S, dan 6 - Cukup jelas.

c. Pasal 7 ayat (Irptan (2) - Cukup iclas. o
ayat (3) dimaksudkanbahwa Dacrah masih diberi kemungkinan untuk mecnambah modal

Perusahaan dengan jalan meayisihkan lagi l.c)umhl? uavg kekayaan lainnya dari

Bank

ayat (4) Dimaksud bilamana di Dacrah yang bersangkutan ada Bank Pembangunan Daer -
ah, maka alat Likwide disimpan dalam Bank Pembangunan Dacrah tersebyy
tetapi jika tidak ada dapat juga disinpan dalam Bank Pemerintah lainnya
( tidak beleh pada Bank Swasta ).

d. Pasal 8 ayat (1) Dimaksud diberikan dua kemungkinan, bila kapasitas perusahaan masih kecil
di pimpin oleh scorang Direktur,| sedangkan jika perusahaan sudah cukup besar
dapat dipimpin olch Dircktur dan wakil Direktur.

ayat (2)° yang dimaksud dalam ayat ini adalah bilamana perusahaan mengadakan kerja
5ama atau bentuk hubungan apapun dengan fihak  asing, jabatan  Direktur
tetap harus dipegang oleh Warga Negara Indonesia.

2yat (3) dan (4) cukup jelas,

&
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¢ Pasal 9, 10, 11, 12 dan 13 cukup jelas,
: f. Pasal 14 Surat persetujusn Kcpala Dacrah yatg dime

-

iksud dalam pasal ini. se-
telah memperbatikan Undao -undang Nonfor 5§ Tahun 1974 pasal 61
dan Peraturan Pemeriatah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan

rang PU Kabupaten, Banl dan Keschatan dj Daersh bersangkutan
dengan mengingat kemampuan Perusahaan maksimal 7 orany.

h. Pasal 16, 17, 18 cukup jelas.

L Pasal 19 ayat (3) Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu satu bulag
sctelah mencrima perhitungan tahunan rugi/laba dar Direksi
barua sudah memberj Pcngesyahanaya, -

J- Pasal 20 tyat (1) Berhubung dengan kekayaan Perusahaap Dacrah itu adalah
untuk seluruhnya dag untuk scbagian‘mcrupakan kekeyaan
Dacrah, maka dianggap perlu untuk mengatur tanggung jawab
Pegawdi/pekerja Pcrusahaan dacrah. Dalam pasal ini diatyr
kewajiban Pegawai/pekerja perusshaan untuk menggaanti yery-

dibebenkan kepadanya,
ayat(3) Pcgawai perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan
pembayaran atay benyerahan uang dan surdt-surat berharga milik

Dacrah 25%.
b. Untuk Dana Perusahaan 45% terbagi atas

— cadangan umum 15 .

— sosial dan sokongan pendidikan 10X

— Jasa produksi 10%

— sumbaogun dana pensiug 0%

Bahwa penggunaan laba bersih tersebut diutamakan .untuk
. ¢ Pcmbangunan dan peagembangan Perusahaan jtu sendiri,
ayat  (2), (3) dan (4) = cukup Jelas, < o
l. Pasa] 22,23 'dap 24 - cukup jelas,

. Pasal 25 gyat (]) Bilamang Perusahaag dibubarkan karens tidak mungkin
dilanjutkan lagi, maka pembubarag dau peaunjukan Paaitia
Ligwidasinya harus ditctepkan dengan Peraturay Dacrat karena
f pembentutannys juga dengan Peraturan Daerah
. ayat (2), (3), (4) dan (5) - Cukup jelas.
n. Pasual 26 dan 27 - Cukup jelas.- :

-




